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Judul  : Urgensi Raufikasi nrernational Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance Tahun 2006 Oleh Pemerintah
Republik Indonesia

ABSTRAK

Penclitian ini membahas banyaknya kasus penghilangan paksa yang terjadi secara global
maupun nasional dan aturan hukum intermasional yang mengaturnya. International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance merupakan
aturan hukum internasional yang disahkan pada tahun 2006. Konvensi terscbut menjadi
dasar perlindungan terhadap hak setiap orang untuk terhindar dari tindakan penghilangan
paksa. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu menganalisis perlunya undang-undang
terkait kejahatan penghilangan paksa, menjelaskan norma-norma yang tercantum dalam
konvensi, dan menjelaskan tindakan yang scharusnya dilakukan olch Indonesia terkait
kejahatan penghilangan paksa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan
perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah gelap kasus penghilangan
paksa yang terjadi di dunia termasuk Indonesia menandakan bahwa jenis kejahatan ini
perlu diatur dalam suatu aturan hukum yang mengikat. Norma-norma yang tercantum di
dalam konvensi ini juga mengatur banyak perlindungan terkait korban dan keluarganya.
Konvensi ini juga dapat diharmonisasikan ke dalam hukum positif di Indonesia setelah
melakukan ratifikasi agar dapat diterapkan secara utuh.

Kata Kunci: International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance; Penghilangan Paksa; Ratifikasi.
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Judul : Urgensi Ratifikasi International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance Tahun 2006 Oleh Pemerintah
Republik Indonesia

ABSTRACT

This research discusses the many cases of enforced disappearance that occur globally
and nationally and the international legal rules that govern them. The International
Convention jor the Protection of All Persons from Enforced Disappearance is a rule of
international law passed in 2006. The Convention is the basis for the protection of the
right of every person to avoid enforced disappearance. The research objectives of this
thesis are to analyze the need for laws related to the crime of enforced disappearance,
explain the norms contained in the Convention, and explain the actions that Indonesia
should take associated with the crime of enforced disappearance. The research method
used is normative legal research through legislative, case, and comparative approaches.
The results show that the dark history of enforced disappearance cases that occurred in
the world including Indonesia indicates that this type of crime needs to be regulated in a
binding rule of law. The norms contained in this Convention also regulate many
protections related to victims and their families. This Convention can also be harmonized
into positive law in Indonesia after ratification so that it can be Sfully implemented.

Keywords: Enforced Disappearance; International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance; Ratification.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan penghilangan paksa telah menjadi salah satu pelanggaran
berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai rezim di belahan
dunia sejak dahulu. Tindakan tersebut mencakup penangkapan, penahanan
atau penculikan orang oleh negara atau organisasi politik yang mendapat
persetujuan dari negara disertai dengan penyangkalan atas perampasan
kebebasan yang telah dilakukan.! Dalam artian lain, bahwa penghilangan
paksa menjadi suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan hak
seseorang untuk hidup aman. Tindakan ini diyakini berasal dari doktrin
keamanan nasional (national security doctrine).> Dikembangkan oleh
Amerika Serikat dan Perancis di era 1950-an dan 1960-an untuk digunakan
sebagai strategi pemberantasan terhadap pemberontakan.

Doktrin ini digunakan ketika negara dalam keadaan bahaya oleh
konspirasi internasional yang bersumber pada komunisme internasional.’
Hal tersebut ditujukan demi semata-mata melindungi keamanan nasional.
National security doctrine juga memiliki kaitan yang erat dengan rezim
militer Argentina pada kediktatoran militer sejak tahun 1976. Junta militer

yang pada saat itu berkuasa di Argentina membuat beberapa label terhadap

U Article 7(2)(1) Rome Statute of the International Criminal Court. [Statuta Roma ICC].

2 Jack Donnelly. International Human Rights: Second Edition. Westview Press. Colorado,
2003. hal. 40.

3 Bhatara Ibnu Reza, 2021. Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik
dan Hukum Internasional. Indonesian Journal of International Law 1(4): 772.



pihak yang dimusuhi seperti leftist, non-Argentine, irrecoverable, dan lain
sebagainya.* Label ini menjadi acuan militer Argentina untuk memerangi
pihak yang dianggap menjadi musuh negara. Berbagai tindakan represif
dilakukan terhadap mereka yang berada di dalam label tersebut termasuk
tindakan penghilangan paksa. Korban ditahan di pusat penahanan, salah satu
nya ialah Escuela de Suboficiales de Mecanica de la Armada. Terdapat 5.000
korban penghilangan paksa yang ditahan, disiksa, dan bahkan 95% dari
mereka dibunuh oleh junta militer.> Jumlah tersebut menunjukkan keganasan
junta militer Argentina dalam menghadapi musuh negara.

Indonesia sedari dulu cukup banyak diterpa permasalahan kemanusiaan,
mulai dari penculikan, penganiayaan hingga penghilangan paksa. Beberapa
kasus penghilangan paksa di Indonesia yang cukup populer di kalangan
masyarakat ialah Tragedi 30 September 1965-1966, Penembakan Misterius
1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1985, Peristiwa Talangsari 1989,
Peristiwa Geudong dan Pos Sattis lainnya di Aceh 1989-1998, Penghilangan
paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998, Tragedi Wasior, dan Tragedi
Wamena.® Dari sejumlah kasus tersebut, penghilangan paksa aktivis
pro-demokrasi 1997-1998 menjadi yang paling banyak dikumandangkan

hingga kini oleh publik.

4 Thesis of Masters of Arts, Andrés Delgado C. Memory and Truth in Human Rights: The
Argentina Case. The Issued of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights
Viokations in Argentina. Masters of Arts, Institute for the Study of Latin America and the
Carribean College of Arts and Sciences University of South Florida,2012. hlm. 35.

5 Ibid.
¢ Amnesty International Indonesia, amnesty.id. Jalan Panjang Menanti Mereka yang Belum
Pulang: Indonesia Harus Usut Tuntas Kasus Penghilangan Paksa.

https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/jalan-panjang-menanti-mereka-yang-belum-pul
ang-indonesia-harus-usut-tuntas-kasus-penghilangan-paksa/08/2023/. Diakses pada 8 September
2024 (14.25).



Terdapat 23 orang yang menjadi korban dalam aksi tersebut dengan 1
orang dinyatakan meninggal yakni Leonardus Nugroho Iskandar, 13 orang
dinyatakan hilang dan 9 lainnya berhasil dikembalikan. Kesembilan nama
tersebut ialah Aan Rusdiyanto, Andi Arief, Desmond Junaedi Mahesa, Faisol
Reza, Haryanto Taslam, Mugiyanto, Nezar Patria, Pius Lustrilanang, dan
Raharja Waluya Jati. Sedangkan, Dedy Umar Hamdun, Herman Hendrawan,
Hendra Hambali, Ismail, M. Yusuf, Noval Al Katiri, Petrus Bima Anugrah,
Sony, Suyat, Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhidin, Yani Afri, dan Wiji
Tukul masih hilang hingga sekarang.” Keberadaan merecka menjadi
pertanyaan yang terus disuarakan oleh penggiat hak asasi manusia.

Semua nama tersebut dikaitkan dengan Tim Mawar dibawah Komando
Pasukan Khusus (Kopassus) yang pada putusan Pengadilan Mahkamah
Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 (Putusan
Mahmil Tinggi 1999) dinyatakan bersalah atas penghilangan paksa. Putusan
tersebut menjadi jalan utama untuk mengungkap aksi penghilangan paksa
yang dilakukan oleh Tim Mawar. Tim ini sendiri dibentuk oleh Mayor
Infantri (M.Inf.) Bambang Kristiono pada Juli 1997 yang sekaligus menjadi
Komandan Tim dengan 10 anggota yang berpangkat Kapten Infantri (K.Inf.),
Serka, dan Sertu yakni:®

1. K.Inf. F.S Multhazar menjabat sebagai Wakil Komandan Tim

7 KontraS, kontras.org. Buletin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Edisi Melawan Lupa Inilah Penculik Aktivis 1998 Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa
Aktivis 1997-1998: Siapa Bertanggungjawab?.
https://www kontras.org/backup/buletin/indo/kontras OK _dng RevHal4.pdf. Diakses pada 8§
September 2024 (14.42).

8 Dewi Nurita, 2022. nasional.tempo.co. Jejak Tim Mawar dan Riwayat Eks Anggotanya.
https://nasional.tempo.co/read/1547869/jejak-tim-mawar-dan-riwayat-eks-anggotanya. Diakses
pada 8 September 2024 (14.49).



2. K.Inf. Nugroho Sulistyo Budi sebagai Pa Intel Tim

3. K.Inf. Untung Budi Harto sebagai Ketua Unit-I

4. K.Inf. Yulius Selvanus sebagai Ketua Unit-1I

5. K.Inf. Dadang Hendra Yudha sebagai Wakil Ketua Unit-I
6. K.Inf. Djaka Budi Utama sebaagi Wakil Ketua Unit-II

7. Serka Sunaryo sebagai Anggota Unit-I

8. Sertu Sukadi sebagai Anggota Unit-I

9. K.Inf. Fauka Noor Farid sebagai Anggota Unit-II

10. Serka Sigit Sugianto sebagai Anggota Unit-II

Tim Mawar dibentuk untuk menangkap orang-orang yang dianggap
radikal dan dapat mengganggu stabilitas nasional. Dalam melaksanakan tugas,
Tim Mawar melakukan operasi rahasia guna memantau orang-orang yang
masuk daftar nama yang tergolong radikal. Segala kegiatan yang dilakukan
oleh Wakil Komandan Tim hingga Anggota selalu dilaporkan kepada Mayor
Inf. Bambang Kristiono selaku Komandan Tim. Mulai dari pembentukan
hingga pemberian nama sandi merupakan inisiatifnya sebagai Komandan
Batalion-42 Group-4 Kopassus.” Dalam putusan yang dipimpin oleh Hakim
Ketua Kolonel CHK Susanto, menjatuhkan hukuman pada tingkat pertama.
Namun, putusan tersebut diajukan banding pada 1999 dan dibacakan satu

tahun kemudian. Sehingga, putusan yang dijatuhkan kepada seluruh anggota

° Putusan Mahmil Tinggi 1999, hlm. 49.



Tim Mawar dalam dua tingkatan persidangan Mahkamah Militer tersebut

ialah:!°

Tabel 1. Putusan Terhadap Anggota Tim Mawar

Nama

Putusan Pertama

Putusan Banding

M.Inf. Bambang Kristiono

Hukuman Penjara
dan Pemecatan

Hukuman Penjara
dan Pemecatan

K.Inf. F.S Multhazar

Hukuman Penjara

Hukuman Penjara

dan Pemecatan dan Tanpa
Pemecatan

K.Inf. Nugroho Sulistyo Budi | Hukuman Penjara | Hukuman Penjara
dan Pemecatan dan Tanpa
Pemecatan

K.Inf. Untung Budi Harto Hukuman Penjara | Hukuman Penjara
dan Pemecatan dan Tanpa
Pemecatan

K.Inf. Yulius Selvanus Hukuman Penjara | Hukuman Penjara
dan Pemecatan dan Tanpa
Pemecatan

K.Inf. Dadang Hendra Yudha

Hukuman Penjara

Hukuman Penjara

K.Inf. Djaka Budi Utama

Hukuman Penjara

Hukuman Penjara

K.Inf. Fauka Noor Farid

Hukuman Penjara

Hukuman Penjara

Serka Sunaryo

Hukuman Penjara

Hukuman Penjara

Serka Sigit Sugianto

Hukuman Penjara

Hukuman Penjara

Sertu Sukadi

Hukuman Penjara

Hukuman Penjara

Sumber: Diolah penulis melalui data Hukum Online dan Putusan Mahmil
Tinggi 1999.

Perubahan hukuman pada putusan membuat hanya Mayor Inf. Bambang
Kristiono yang selain memiliki hukuman penjara juga dikenakan hukuman
pemecatan dari keanggotaan militer. Hal ini dikarenakan sedari awal proses
persidangan, Mayor Inf. Bambang Kristiono mengaku memegang kendali

yang besar terhadap Tim Mawar dan bukan atas perintah komando petinggi

10" Ibid; Hukum Online, 2007. hukumonline.com. MA Akhirnya Membuka Informasi Proses
Hukum ‘Tim Mawar’.
https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-akhirnya-membuka-informasi-proses-hukum-tim-maw
ar--hol16786/7page=1. Diakses pada 1 November 2024 (16.27).



militer lainnya.!! Sementara, empat terdakwa yang awalnya dijatuhi
hukuman pemecatan terbebas dari pemecatan anggota militer.

Meski begitu, pemerintah Indonesia telah memasukkan aturan perihal
perlindungan hak-hak setiap warga negara ke dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maupun ke dalam
undang-undang secara khusus.!?> Dunia internasional sudah menaruh
perhatian terhadap persoalan penghilangan paksa melalui pembentukan
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID)
berdasarkan Resolusi 20 (XXXVI) The Commission on Human Rights pada
29 Februari 1980. Working group ini terdiri atas lima independent experts
yang bertugas untuk mengurusi persoalan menyangkut penghilangan paksa.
Dalam melaksanakan tugasnya, working group memiliki mandat untuk
mengurusi penanganan kasus, pengajuan banding yang mendesak, intervensi
cepat, tuduhan umum, kunjungan ke negara-negara, dan pemberian rujukan.'?
Hal tersebut menunjukkan lingkup tugas working group yang luas.

Selanjutnya terdapat Declaration on the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance (the Declaration) yang disahkan lewat Resolusi
47/133 pada 18 Desember 1992. Deklarasi ini menjadi titik lanjutan dari
perhatian dunia internasional terhadap perlindungan terhadap tindakan

penghilangan paksa. Secara jelas dinyatakan dalam Article 1(2) bahwa

' Ibid.

12 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara, Bab X dan XA, Pasal 28, Pasal 28A
dan Pasal 28I, tahun 1945; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39, tentang Hak Asasi
Manusia, tahun 1999.

13" United Nations Document, Human Rights Council Working Group on Enforced
Disappearance or Involuntary Disappearances, A/HRC/WGEID/102/2. Methods of work of the
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 2 Mei 2014.



tindakan penghilangan paksa melanggar hukum internasional dengan
pelanggaran terhadap sejumlah hak yakni kesamaan di mata hukum, hak
untuk kebebasan, hak untuk tidak disiksa maupun mendapatkan tindakan
yang merendahkan martabat manusia. Article 19 deklarasi ini juga
memberikan hak kepada korban dan keluarga penghilangan paksa untuk
mendapatkan hak yang layak atas kompensasi seperti sarana rehabilitasi. Hal
tersebut menjadi jaminan perlindungan terhadap korban dan keluarganya agar
dapat kembali hidup layak serta pulih dari trauma yang dialami.

Instrumen perlindungan dari tindakan penghilangan paksa dilengkapi
dengan International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance (ICPPED). ICPPED diadopsi melalui General
Assembly Resolution A/RES/61/177 pada tahun 2006 di New York, Amerika
Serikat dan berlaku 23 Desember 2010. Hingga kini, terdapat 77 negara pihak
dan 98 negara penandatangan.'* Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh
Menteri Luar Negeri Indonesia pada 27 September 2010, Raden Mohammad
Marty Muliana Natalegawa yang pada saat itu tergabung pada kabinet
Indonesia Bersatu II.'"5 Indonesia menjadi salah satu dari 98 negara
penandatangan ICPPED. Sesuai dengan nama dari konvensi tersebut,

ICPPED menjadi suatu instrumen hukum yang memberikan penjaminan

14 United Nations Treaty Collection, 2025. treaties.un.org. Status of Treaties Chapter IV
Human Rights International Convention for the Protection of all Persons from Enforced
Disappearance.
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-16&chapter=4&clang=_en.
Diakses pada 18 Januari 2025 (10.45).

15" Mimin Dwi Hartono, 2016. komnasham.go.id. Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan
Paksa (Hari Anti Penghilangan Paksa International).
https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilang
an-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html. Diakses pada 8 September 2024
(15.10).



terhadap hak warga negara agar terhindar dari tindakan penghilangan paksa.
Terdapat 45 pasal yang mengatur secara detail perihal perlindungan dari
tindakan penghilangan paksa. Naskah asli ICPPED tersedia dalam bahasa
Arab, China, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol.

Ratifikasi terhadap ICPPED sejatinya sudah digaungkan sejak lama
melalui 4 rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) kepada
Presiden RI pada tahun 2009. Rekomendasi tersebut bersamaan dengan
beberapa poin lainnya yakni dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, pencarian
terhadap 13 aktivis yang hilang, rehabilitasi dan pemberian kompensasi
kepada keluarga korban, serta meratifikasi ICPPED.'® Empat rekomendasi
ini menjadi tuntutan yang diberikan kepada Presiden RI agar segera untuk
dituntaskan, namun hingga kini belum ada keseriusan untuk ditangani.

Semua rekomendasi tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh
pemerintah yang membuat publik bertanya-tanya akan keinginan dari para
pemimpin negeri untuk menangani kasus ini. Terkait rekomendasi pertama,
sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia (UU 26/2000). Pasal 1 angka 3 UU 26/2000 menyatakan
bahwa pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak
asasi manusia yang berat. Dengan aturan tersebut, seharusnya bisa menjadi
dasar pembentukan dari pengadilan HAM ad hoc yang hingga kini tak

kunjung dibentuk oleh pemerintah. Kedua, perihal pencarian tiga belas aktivis

16 Ady TD Achmad, 2017. hukumonline.com. 4 Rekomendasi DPR Soal Kasus
Penghilangan Paksa yang Belum Dijalankan Pemerintah.
https://www.hukumonline.com/berita/a/4-rekomendasi-dpr-soal-kasus-penghilangan-paksa-yang-b
elum-dijalankan-pemerintah-1t59a68e5e¢2c3d8/#!. Diakses pada 12 September 2024 (17.52).



yang hilang dimulai dengan dibentuknya Tim Investigasi Komisi Nasional
HAM (Komnas HAM) sejak 1 Oktober 2005.

Dibentuk untuk melakukan investigasi terhadap kasus penghilangan
paksa tahun 1997-1998 yang dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara.
Hasil penyelidikan melaporkan bahwa jumlah korban atas penghilangan
orang tersebut adalah 1 terbunuh, 11 disiksa, 12 dianiaya, 23 dihilangkan
secara paksa, dan 19 dirampas kemerdekaan fisiknya secara
sewenang-wenang.!” Namun, hingga saat ini belum ada upaya dari
pemerintah untuk melanjutkan laporan tersebut untuk diproses secara hukum.

Selanjutnya, perihal rekomendasi ketiga dianggap belum dapat
sepenuhnya dilaksanakan sebab menurut keluarga korban yang menjadi poin
utama ialah keseriusan pemerintah untuk mencari anggota keluarga mereka
yang masih hilang. Upaya dari keluarga korban untuk mendesak pemerintah
dalam mengurus kasus tersebut melalui Aksi Kamisan setiap kamis sore yang
telah digelar sejak 18 Januari 2007.'® Rekomendasi keempat juga belum
terlaksana, sebab Rancangan Undang-Undang Pengesahan ICPPED (RUU
ICPPED) tidak terdapat dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan
sebelumnya masih memerlukan penjelasan mengenai bagaimana konvensi

tersebut mampu berkontribusi untuk penegakan aturan dan perlindungan hak

7" Wilson, 2021. mediaindonesia.com. Memutuskan Kasus Penghilangan Paksa.
https://mediaindonesia.com/opini/429509/menuntaskan-kasus-penghilangan-paksa. Diakses pada
12 September 2024 (18.06).

18 Andry Novellno, 2024. cnnindonesia.com. 17 Tahun Aksi Kamisan dan Harapan dari
Seberang Istana.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118193126-20-1051424/17-tahun-aksi-kamisan-da
n-harapan-dari-seberang-istana. Diakses pada 12 September 2024 (18.18).
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asasi manusia di Indonesia. Selain itu, mengenai bagaimana konvensi tersebut

mampu memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban dari berbagai

tindakan penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat

tiga rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1.

Apa urgensi perlunya undang-undang terkait kejahatan penghilangan
paksa?

Apa saja norma yang diatur oleh International Convention for the
Protection of All Persons from Enforced Disappearance?

Apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia terkait kejahatan

penghilangan paksa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan diuraikan menjadi beberapa poin sebagai

berikut:

1.

Menganalisis urgensi perlunya undang-undang terkait kejahatan
penghilangan paksa di Indonesia.

Memahami dan menjelaskan norma-norma yang tercantum dalam
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.

Menjelaskan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia terkait

dengan kejahatan penghilangan paksa.
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D. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan sebagaimana tertera di bagian sebelumnya,
dimaksudkan juga agar tulisan ini mampu memberikan manfaat dari segi
akademis maupun sosial. Manfaat dalam tulisan ini dibagi secara teoritis dan
praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran secara luas mengenai urgensi meratifikasi ICPPED oleh
pemerintah Indonesia. Selain itu, melalui tulisan ini juga dapat menjadi salah
satu tulisan yang mendorong atau memicu proses ratifikasi ICPPED. Sebab,
apabila ratifikasi tersebut bisa berhasil dilaksanakan, maka akan menjadi
pelengkap dari instrumen penegakan aturan hak asasi manusia yang telah ada

di hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
bagi pejabat pemerintahan yang berwenang dalam penyusunan dan
pembahasan RUU ICPPED. Sebab, RUU tersebut tidak kembali dibahas oleh
Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pihak terkait. Selain itu juga dapat
berguna bagi keluarga korban kasus penghilangan paksa yang telah terjadi
beberapa tahun yang lalu terkhusunya pada periode orde baru. Termasuk pula

terhadap masyarakat lainnya agar di masa yang akan datang dapat merasa
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lebih aman terkait penjaminan hak untuk bebas dari tindakan penghilangan

paksa karena telah terdapat regulasi nasional yang mengatur.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Batasan terkait ruang lingkup penelitian ini yakni pada kepentingan
nasional dan keluarga korban penghilangan paksa di Indonesia dari proses
ratifikasi International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance. Ratifikasi yang menjadi wewenang dari Pemerintah
Republik Indonesia dimaksudkan untuk semata-mata sebagai upaya
menyelesaikan kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia

dan agar tidak terulang kembali nantinya.

F. Kerangka Teori

Dalam menyusun tulisan ini diperlukan kerangka teori yang akan
menjadi dasar dalam penyusunan substansi kepenulisan ini. Terdiri atas dua
teori yakni (1) teori hak asasi manusia dan (2) teori perjanjian internasional.
Akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Teori Hak Asasi Manusia
Dalam paham negara hukum, jaminan atas hak asasi manusia
disyaratkan untuk tercantum dalam undang-undang dasar atau konstitusi
tertulis negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy)."”

Ketentuan tertulis tersebut akan menegaskan penjaminan terhadap hak

19" Jimly Asshiddigie. Pengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid II. Cet. Pertama. Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta Pusat. 2006. hal. 85.
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tiap warga negara secara penuh dan berdasarkan atas ketentuan yang
berlaku. Indonesia sendiri telah mengamanatkan perihal penjaminan atas
hak asasi manusia melalut UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) yang menjadi
aturan terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam kaitannya antara kewajiban negara dengan penjaminan hak
asasi manusia dapat juga dikaitkan dengan teori perjanjian masyarakat
yang dianut oleh John Locke. Dijelaskan bahwa antara pribadi dan warga
negara bersama-sama membentuk perjanjian ditujukan untuk membentuk
masyarakat politik dan negara yang dikenal sebagai pactum unionis.
Terdapat pula pactum subjectionis, yang berarti setiap persetujuan
pactum unionis didasarkan atas suara dominan.?’ Dengan banyaknya
hak-hak yang dimiliki tiap warga negara membuat hanya pemerintah
yang dapat memberikan perlindungan.

Para pendiri negara yang menjadikan Indonesia sebagai negara
hukum memilih kebijakan hukum yang sudah dianut selama puluhan
tahun. Terlepas dari konsep pedoman bernegara hukum apa yang akan
dianut, penegakan hak asasi manusia harus menjadi pilar utama

1

penyelenggaraan negara.?! Sehingga, negara memiliki kewajiban untuk

melindungi atau menjamin hak-hak warga negara yang tergolong sebagai

20 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil
Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan International
Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (Konvensi
Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa), 2021. hlm. 24.

2l Bobi Aswandi, Kholis Roisah. 2019. Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam
Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1(1): 133.
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non-derogable rights (hak yang tidak dapat diderogasi). Contoh nya ialah
hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hingga hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut. Kegagalan negara dalam
melaksanakan kewajiban tersebut dapat menjadi salah satu faktor
pelanggaran berat hak asasi manusia.??> Perlindungan untuk bebas dari
penghilangan paksa yang berkaitan dengan hak untuk hidup menjadi
kewajiban negara untuk menjamin keberlangungan hak tersebut.

Semenjak era reformasi, dengan meninggalkan banyak tanda tanya
perihal aktivis yang hilang di masa orde baru membuat kasus
penghilangan paksa mendapat banyak perhatian. Fokus dan perhatian
bangsa Indonesia terhadap kasus penghilangan paksa sudah dari dulu
terlihat menonjol dan seolah tidak pernah padam. Hal tersebut terlihat
dari banyaknya non-governmental organization yang memiliki fokus
terhadap penegakan dan pengawasan hak asasi manusia di Indonesia.
Salah satu contohnya ialah Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (KontraS) yang terbentuk pada 20 Maret 1998 yang
dibentuk oleh sejumlah tokoh masyarakat saat itu. Sebelumnya, KontraS
bernama KIP-HAM yang terbentuk pada tahun 1996.23

KontraS menjadi salah satu non-governmental organization yang
berkontribusi dalam membantu penanganan kasus-kasus orang hilang.

KontraS menerima laporan maupun aduan dari masyarakat secara

22 Rhona K.M. Smith et.al., Hukum Hak Asasi Manusia., Cet. Pertama. Pusat Studi Hak
Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hal.
53.

23 KontraS, kontras.org. Latar Belakang. https://kontras.org/static/profile. Diakses pada 15
September 2024 (18.59).
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langsung terhadap peristiwa penghilangan dan kekerasan yang terjadi di
berbagai wilayah di Indonesia. KontraS juga aktif menyelenggarakan
forum seperti Diskusi Publik #MeiLawan: “Jalan Buntu Penuntasan

Penghilangan Paksa di Indonesia.”?*

Selain itu, KontraS pun terus
mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU Ratifikasi Konvensi
Anti Penghilangan Paksa.?> Hal ini menjadi wujud nyata dari upaya

masyarakat untuk menggaungkan ratifikasi ICPPED yang diyakini dapat

menjadi solusi terhadap kasus penghilangan paksa di Indonesia.

2. Teori Perjanjian Internasional
Dalam hukum internasional, terdapat empat sumber hukum
internasional yang tercantum di dalam Statute of the International Court
of Justice (Statute of the 1CJ), terdiri atas:

international convention

o

b. international custom

o

. the general principles of law

d. the most highly qualified publicist

Urutan tersebut tidak menggambarkan hirarki dari sumber hukum

internasional secara formal, sebab tidak diatur dalam ayat tersebut.

24 KontraS, 2024. kontras.org. Diskusi Publik #MeiLawan: “Jalan Buntu Penuntasan
Penghilangan Paksa di Indonesia”.
https://kontras.org/artikel/diskusi-publik-meilawan-jalan-buntu-penuntasan-penghilangan-paksa-di
-indonesia. Diakses pada 15 September 2024 (19.11).

25 Eko Ari Wibowo, 2024. nasional.tempo.co. KontraS Desak DPR Segera Sahkan RUU Anti
Penghilangan Paksa.
https://nasional.tempo.co/read/1910705/kontras-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-anti-penghilangan-p
aksa. Diakses pada 15 September 2024 (19.18).
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Namun, dapat dibedakan menjadi dua golongan yakni sumber hukum
utama yang mencakup perjanjian internasional, kebiasaan internasional,
dan prinsip hukum umum. Sedangkan, golongan sumber hukum
tambahan ialah pendapat para pakar dan putusan pengadilan.?® Perjanjian
internasional yang termasuk pada sumber hukum utama memiliki
pengertian sebagaimana diatur dalam Vienna Convention on the Law of
Treaties 1969 (VCLT 1969) sebagai: “Treaty means an international
agreement concluded between States in written form and governed by
international law, whether embodied in a single instrument or in two or
more related instruments and whatever its particular designation.”
Aturan tersebut memberikan definisi bahwa perjanjian internasional
ialah perjanjian yang dibuat antar negara dengan negara dalam bentuk
yang tertulis dan diatur dalam hukum internasional. Indonesia sendiri
telah memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (UU 24/2000) yang menjadi ketentuan lebih
lanjut dari Pasal 11 UUD NRI 1945. Hanya Pemerintah yang dapat
membuat perjanjian internasional dengan subyek hukum lainnya.
Perwakilan Indonesia yang dapat membuat perjanjian internasional harus
memiliki surat kuasa penuh (credentials) kecuali kepala negara, perdana
menteri, dan menteri luar negeri.?” Sebab, mereka telah memiliki

kewenangan untuk mewakili negara dalam forum internasional.

26 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2015. Pengantar Hukum Internasional. P.T.
Alumni. Bandung, hlm. 115-116.
27 Op.Cit., hal. 126.
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Proses pembuatan perjanjian internasional terdiri dari tahap
penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan
penandatanganan. Selain itu, Indonesia juga dapat melakukan
pengesahan sebagai wujud mengikatkan diri pada suatu perjanjian
internasional melalui:?

a) Ratifikasi (ratification), bagi negara yang akan mengesahkan
suatu perjanjian internasional dan turut menandatangani naskah
perjanjian.

b) Aksesi (accession), bagi negara yang mengesahkan suatu
perjanjian internasional namun tidak menandatangani naskah
perjanjian.

c) Penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval),
pernyataan menerima atau menyetujui dari negara pihak pada
suatu  perjanjian  internasional  atas perubahan perjanjian

internasional yang berlaku setelah penandatanganan.

Perjanjian internasional yang bertemakan perlindungan hak asasi
manusia terdiri dari 9 konvensi internasional. Dari kesembilan konvensi
tersebut, delapan diantaranya telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik
Indonesia. Kedelapan konvensi tersebut ialah:

1. International Convention on the Elimination of All Forms of

Racial Discrimination (ICERD).

28 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional.
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2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

3. International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights.

4.  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women.

5. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment.

6.  Convention on the Rights of the Child (CRC).

7. International Convention for the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of their Families.

8. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Hal tersebut menyisakan ICPPED sebagai konvensi dalam instrumen
hak asasi manusia internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah
Republik Indonesia. ICPPED tergolong ke dalam non self-executing
treaty sebab memuat norma yang berkaitan dengan pemberian pidana.
Non self-executing treaty diartikan sebagai perjanjian internasional yang
baru dapat dilaksanakan apabila sudah melalui proses implementasi
peraturan perundang-undangan.?® Meski Indonesia telah menjadi negara
penandatangan, namun konvensi tersebut belum dapat diberlakukan di

Indonesia karena belum diratifikasi. Berbeda dengan self-executing treaty

2 Penyelarasan NA ICPPED Kemenkumham 2021, hlm. 16.
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yang akan berlaku secara langsung apabila telah diratifikasi atau
ditandatangani.’’

Terkait siapa yang memiliki wewenang menjadi urusan pemerintah
yang menentukan apakah ratifikasi suatu perjanjian internasional perlu
mendapat pengesahan dari DPR atau cukup Presiden.’! Artinya bahwa
terdapat dua pilihan melalui Presiden atau DPR. Seperti halnya CRC
yang diratifikasi melalui kewenangan Presiden dan CRPD melalui proses
di DPR. Sehingga, dengan meratifikasi ICPPED dapat membuat
instrumen hak asasi manusia di Indonesia menjadi lengkap dan

memperkuat perlindungan terhadap warga negara.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab
permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat
asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam
masyarakat.>> Pada bagian ini, akan diuraikan metode penelitian yang
digunakan mencakup jenis penelitian, metode pendekatan, dan bahan hukum

primer, bahan sekunder hingga bahan tersier.

30 Ibid.
31 Hikmahanto Juwana, 2019. Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian

Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum
Nasional. Undang: Jurnal Hukum 2(1): 8-9.

19.

32 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Cet. Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2021. hal.
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Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif atau
yang kerap dikenal juga sebagai doktrinal. Jenis penelitian ini
menekankan kepada perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luas,
biasa disebut bahan kepustakaan (library search).’> Permasalahan yang
akan diidentifikasi melalui jenis penelitian ini pun berfokus terhadap
aspek internal dari hukum positif itu sendiri.** Jenis penelitian ini
memiliki keunggulan dengan cara menyertakan prinsip hukum yang
menjadi dasar dari sistem suatu negara.’’

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, akan digunakan bahan-bahan
hukum  primer, sekunder maupun tersier seperti  peraturan
perundang-undangan, rancangan undang-undang hingga pendapat ahli
hukum yang berkaitan dengan kasus penghilangan paksa di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan agar hasil tulisan ini mampu memberikan
gambaran secara jelas perihal tindakan penghilangan paksa yang pernah
terjadi  di  Indonesia  dari  bahan  hukum  yang  dapat

dipertanggungjawabkan.

33 Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal.
Cet. Pertama. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar, 2020. hal. 8.

34

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan 7(1): 24.
35 Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, 2023. Metamorfosis Metode Penelitian Hukum;
Mengurangi Eksplorasi Yang Dinamis. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

2(4): 78.



21

2. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan penelitian, digunakan beberapa jenis pendekatan

yakni sebagai berikut:

2.1

2.2

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan menggunakan jenis pendekatan ini, akan disertakan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan
hak asasi manusia di Indonesia seperti contohnya aturan perihal hak
dasar, hak sebagai warga negara, pengadilan hak asasi manusia, dan
lain sebagainya. Jenis pendekatan ini akan memberikan deskripsi
aturan hukum tertulis yang memiliki kaitan dengan perlindungan hak
warga negara dari tindakan penghilangan paksa.

Dalam kaitannya dengan ICPPED, bahan hukum seperti yang
telah diuraikan di atas akan dijadikan sebagai acuan dalam
memberikan pandangan mengenai ketentuan perlindungan hak asasi
manusia yang belum diatur oleh hukum positif Indonesia. Sehingga,
diharapkan dapat memberikan tinjauan baru mengenai perlindungan

hak warga negara untuk terbebas dari tindakan penghilangan paksa.

Pendekatan Kasus

Dengan menggunakan jenis pendekatan ini, akan dicantumkan
kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang
telah memperoleh putusan pengadilan yang inkracht van gewijsde

maupun yang belum. Melalui putusan tersebut akan memberikan
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gambaran mengenai bagaimana aparat penegak hukum melakukan
penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam
kaitannya dengan ICPPED, kasus tersebut akan dijadikan sebagai
bahan analisis perihal urgensi dari ratifikasi konvensi tersebut dan
bagaimana nantinya konvensi ini dapat melengkapi instrumen

penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Pendekatan Perbandingan

Dengan menggunakan jenis pendekatan ini, akan dicantumkan
perbandingan aturan hukum mengenai penegakan hak asasi manusia
di Indonesia dengan aturan hukum negara pihak ICPPED.
Perbandingan ini juga mempertimbangkan aspek sistem hukum yang
serupa dan kondisi masyarakat yang cukup mirip. Hal tersebut
ditujukan agar pemerintah Indonesia dapat melihat perbandingan
tersebut sebagai bahan referensi untuk memperbaiki aturan hukum di
Indonesia yang belum terakomodir. Dalam kaitannya dengan
ICPPED, akan dicantumkan contoh negara yang telah meratifikasi
ICPPED ke dalam hukum positif negara nya dan bagaimana hal itu
memberikan kontribusi kepada penegakan hukum negara terkait.
Sehingga, diharapkan dapat memberikan contoh nyata kepada

pemerintah Indonesia perihal penerapan dari konvensi tersebut.



23

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Untuk sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3.1 Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

yurisprudensi. Selain itu, akan dimasukkan juga mengenai aturan

hukum

internasional mengenai tindakan penghilangan paksa.

Adapun bahan-bahannya ialah sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Charter of the United Nations;

Charter of the International Military Tribunal for the Far

East,;
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k. Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of
Crime and Abuse of Power;

l.  Declaration on the  Protection of All Persons
from Enforced Disappearance 1992;

m. European Convention on Human Rights;

n. International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance 2006;

0. Nuremberg Charter;,

p.  Rome Statute of the International Criminal Court 1998;

q. Statute of International Court of Justice 1945;

r.  Statute of the International Criminal Tribunal for the former

Yugoslavia;
s.  Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda;
t.  Universal Declaration of Human Rights; dan

u.  Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

3.2 Bahan Hukum Sekunder
Sebagai pendukung atas bahan hukum primer, diperlukan
adanya bahan hukum sekunder yang terdiri atas rancangan
undang-undang dalam hal ini ialah RUU ICPPED. Selain itu, dapat
berupa hasil penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan

dengan kasus penghilangan paksa dan pendapat ahli hukum.
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3.3 Bahan Hukum Tersier
Terdapat bahan hukum tersier yang akan memberikan petunjuk
terhadap kedua bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum jenis ini

dapat berupa ensiklopedia, kamus hukum maupun lain sebagainya.

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk teknik dan pengumpulan bahan hukum menggunakan cara
studi kepustakaan (library research) dengan melakukan penelusuran
terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.’® Penelusuran
dilakukan dengan cara memahami isi dari bahan hukum melalui media
internet dan cetak. Pengumpulan bahan hukum dari media internet
dengan mengakses laman pemerintahan, organisasi internasional,
e-journal, dan laman yang kredibel. Sedangkan, media cetak diakses

melalui perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum
Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengkaji
ketentuan aturan hukum tertulis seperti yang tertera pada bahan hukum
primer yakni peraturan perundang-undangan dan aturan hukum
internasional. Selain itu, menggunakan kajian tersebut yang selanjutnya
dikaitkan dengan penerapannya pada beberapa kasus penghilangan paksa

yang pernah ada baik di Indonesia maupun di luar negeri.

36 Tka Atikah. Metode Penelitian Hukum. Cet. Pertama. CV. Haura Utama. Sukabumi, 2022.
hal. 71-72.
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6. Teknik Pengambilan Kesimpulan
Menggunakan metode deduktif dengan mengkaji premis umum
untuk selanjutkan ditarik menjadi premis khusus. Dalam halnya
penelitian ini, premis umum dapat berupa aturan hukum perihal
penghilangan paksa, kasus-kasus penghilangan paksa, dan penerapan
aturan hukum pada kasus tersebut. Selanjutnya, akan ditarik menjadi

premis khusus yang berangkat dari wujud premis umum sebelumnya.
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